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PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada
tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama lIslam, pendidikan SMP,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai
Pemohon;

melawan
TERMOHON, umur 26 tahun, agama lIslam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Bengkayang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di

seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli
2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan
Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 10 September 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 8
tahun, 2. ANAK 2, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam
asuhan Pemohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
kediaman pribadi sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang
lebih 7 tahun, kemudian berpisah tempat tinggal Termohon
meninggalkan kediaman bersama;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis namun sejak 3 bulan pernikahan, Pemohon dan Termohon
dirasakan sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar
disebabkan;

a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;
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b. Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon dan
anak-anak;

c. Termohon sering bermesraan dengan laki-laki lain melalui telepon
selular. Bahkan Termohon tak segan-segan melakukan hal tersebut
ketika berada di dekat Pemohon;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2013
disebabkan perihal pada posita 4.c, kemudian atas desakan Termohon
selanjutnya Pemohon dan Termohon membuat surat kesepakatan cerai
yang disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon meninggalkan kediaman
bersama dan hingga permohonan cerai ini diajukan antara Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan,
Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa, Pemohon pernah menanyakan keberadaan Termohon kepada
keluarga Termohon, namun informasi yang diperoleh sebatas Termohon
telah bekerja di Malaysia tanpa diketahui alamat yang pasti tempat
Termohon bekerja;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah
tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama
Termohon dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cqg. Majelis Hakim agar segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjuthya menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Bengkayang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor
0203/Pdt.G/2014/PA.Bky, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 22 Agustus 2014
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka
selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon vyang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 10
September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);

b. Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten
Bengkayang, tanggal 16 Juli 2014, bermaterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);

c. Surat Pernyataan Bercerai atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal
23 Agustus 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, lalu ditandai (P.3);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:
1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal

di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada

pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

e Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
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e Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
yang menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

e Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah Pemohon, sampai berpisah tempat tinggal;

e Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon harmonis, namun setelah 3 bulan sudah tidak harmonis lagi,
sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering bersikap dan
berkata kasar kepada Pemohon dan anak-anaknya, kemudian Termohon

juga sering melakukan pemukulan terhadap anak-anaknya;

e Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan
Pemohon dengan alasan mau pergi ke Malaysia;

e Bahwa, saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon,
Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya;

e Bahwa, saksi mengetahui sebelum pergi Termohon membuat surat
persetujuan cerai dengan Pemohon;

e Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan
menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di,

Kabupaten Bengkayang;
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Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

e Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;

e Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

e Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah Pemohon, sampai berpisah tempat tinggal;

e Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon harmonis, namun setelah 1 tahun dari pernikahan sudah tidak
harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak

mengetahui penyebab pertengkarannya;

e Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari Pemohon bahwa Termohon
ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang diketahui dari sms di hp
Termohon;

e Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan
Pemohon dengan alasan mau pergi ke Malaysia;

e Bahwa, saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon,

Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya;
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e Bahwa, saksi mengetahui sebelum pergi pada tahun 2013 Termohon
membuat surat persetujuan cerai dengan Pemohon, karena setiap
bertengkar Termohon selalu minta cerai;

e Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak

berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon
menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang
pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang

tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang
perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian

berdasarkan Pasal | angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan
memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta
otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti
Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya
berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh
karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus
tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan
alasan sejak 3 bulan dari pernikahan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh,
Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon dan anak-anak,
dan Termohon sering bermesraan dengan laki-laki lain melalui telepon selular.
Bahkan Termohon tak segan-segan melakukan hal tersebut ketika berada di
dekat Pemohon. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2013,

kemudian Pemohon dan Termohon membuat surat kesepakatan cerai yang
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disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, kemudian sejak kejadian
tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat
permohonan ini diajukan sudah berjalan sekitar 10 bulan, Termohon tidak
pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka
yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon
dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan
hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di
samping bukti P.1 di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti P.2, P.3 dan
menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama Adri
bin Ponidi dan Parto bin Ponidi.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 telah dapat dibuktikan bahwa
keberadaan Termohon sekarang sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan surat kesepakatan
untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon yang disaksikan oleh masing-
masing keluarga kedua belah pihak, sehingga dari bukti tersebut diperoleh bukti
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan

sulit untuk didamaikan;
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Menimbang, bahwa para saksi adalah orang-orang yang tidak terlarang
untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah
sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa
yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan
Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara
saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan
dengan alat bukti surat P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan
Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sebagai berikut:

e Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
Pemohon;

e Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
namun sekitar 1 tahun dari pernikahan sudah tidak harmonis lagi sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya diakhiri dengan
pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga
kini sekitar 1 tahun, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui
tempat tinggalnya;

e Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi kesepakatan untuk bercerai antara

Pemohon dan Termohon yang disaksikan oleh keluarga masing-masing;
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e Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar bersabar menunggu Termohon,
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran, meskipun tidak diketahui secara pasti penyebab
pertengkarannya, namun terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah
mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon
dengan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan
untuk bercerai dan telah pisah rumah dimana Termohon pergi meninggalkan
Pemohon tanpa diketahui tempat tinggalnya, sehingga sudah tidak lagi saling
menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran
dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi
Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain
Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil
secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak
Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah
tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya
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tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi
tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin di antara suami-isteri
tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga
telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar
1 tahun yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan
Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini
menunjukkan bahwa ikatan lahir dan bathin yang menyatukan Pemohon
dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim
berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar
telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan
pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di
antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat
Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat
akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan wuraian di atas Majelis Hakim

berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni
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sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah
dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan
talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon
terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan
kepada Termohon adalah talak satu raji sesuai dengan firman Allah SWT
dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqgoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera
Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon
dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh
karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya
perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus
dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-
benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah
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diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Bengkayang;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten
Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 24 Nopember

2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 H oleh kami ACEP SUGIRI,

S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI dan DENDI

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0203/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan
tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim tersebut dengan didampingi ZUNAINAH ZAUDJI sebagai

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

ANGGOTA MAJELIS KETUA MAJELIS
TTD TTD

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag
TTD

2. DENDI ABDURROSYID, S.HI
PANITERA PENGGANTI

TTD

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran . Rp 30.000,-
Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-
. Biaya Panggilan Pemohon : Rp  120.000,-

. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
. Biaya Redaksi : Rp 5.000.-
Jumlah : Rp 341.000,-

2.
8
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp  130.000,-
5
6
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